
WALIKOTA MOJOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 5a TAHUN 2009 

TENT ANG 

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2005 
TENTANG TIM OPERASI YUSTISI 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk mewujudkan tata produk hukum yang lebih 
sistematis, dengan memperhatikan materi dan hierarki 
penyusunannya, maka perlu mencabut Peraturan Walikota 
Mojokerto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tim Operasi Yustisi 
yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kata Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/ Jawa Barat ; 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209) ; 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3684) ; 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3699) ; 
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844) ; 

7. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3242) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 
Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia 1982 Tahun 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3242) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ; 

10 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 
72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden 
Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 
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15. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003 
tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan ; 

16. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 

Pasal 1 

Mencabut Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2005 
tentang Tim Operasi Yustisi Lembaran Daerah Kata Mojokerto 
Tahun 2005 Nomor 5/G. 

Pasal2 

Segala ketentuan yang menetapkan tentang Tim Operasi Yustisi, 
dituangkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota. 

Pasal 3 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kata Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 
pada tanggal 21 Januari 2009 

WAUKOTA MOJOKERTO 
ttd 

ABDULGANISOEHARTONO 
Diundangkan di Mojokerto 

Pada tanggal 21 Januari 2009 

SEKRETARIS 1)1\ERAH KOTA MOJOKERTO 

Ir. SUYITNO M.Si. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 080 070 846 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 3a/G 

ASUS-PC
Typewritten text
ttd



 

sannan sesuai dengan as!inya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 

PUDJI HARDJONO SH 
NIP. 19600729198503 1 007 


